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KAB. CIAMIS 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS  
 
 
 
 

TAHUN  :  2011                      NOMOR  :  23                               SERI  :  D 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS 
 

NOMOR   23   TAHUN 2011 
 

TENTANG  
 

PENYELENGGARAAN  PENDIDIKAN 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI CIAMIS, 
 

Menimbang  :  a.  bahwa pendidikan harus mampu  diselenggarakan 
secara terencana, terarah, dan berkesinambungan 
untuk mewujudkan pemerataan, perluasan akses, 
peningkatan mutu, dan relevansi serta penguatan 
tata kelola, akuntabilitas  dalam menyelenggarakan 
dan mengelola pendidikan sebagai satu sistem 
pendidikan; 

b. bahwa pendidikan harus mampu mewujudkan Ciamis 
sebagai kabupaten  yang mampu bersaing dengan 
daerah lain, untuk itu diperlukan sumber daya manusia 
yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha 
Esa; 

c. bahwa dalam pelaksanaan Otonomi Daerah, 
pendidikan merupakan urusan wajib yang menjadi 
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wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, 
maka perlu pengaturan untuk memberikan kepastian 
hukum dalam penyelenggaraan dan/atau 
pengelolaan pendidikan; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 
menetapkan Peraturan Daerah tentang 
Penyelenggaraan Pendidikan. 

 
Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara 
Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang 
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten 
Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 
14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 2851); 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang 
Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
1974  tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3890); 
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3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak 
Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); 

4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang 
Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4132) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang 
Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4132); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); 

6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279); 

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang 
Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4301); 

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844); 

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat 
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 

11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru 
dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4586); 

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4389); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang 
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4960); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang 
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan 
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil                               
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
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Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4960); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4960); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara 
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan 
Pemerintahan Daerah Kebupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4960); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang 
Pendidikan Agama Dan Pendidikan Keagamaan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4960); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang 
Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4960); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang 
Pendanaan  Pendidikan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4960); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang 
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4960) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 


